PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong
E-Mail : pmptsplotim@gmail.com Website : hitps://pmplsp. lomboktimurkab,go.id

e

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor: 814.4/2.a/PM/2023

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan
penanaman modal dan berusaha di Kabupaten
Lombok Timur, perlu menerapkan Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
menggunakan sistem Online Single Submission dalam
rangka pemberian perizinan berusaha;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah wajib menyusun, menetapkan, dan
menerapkan standar pelayanan dan standar
operasional prosedur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Online Single Submission).

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 15);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16);

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);



Menetapkan

PERTAMA

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 272);

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Nomor4), Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten LombokTimur Tahun 2020 Nomor 5);

16. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
20 Tahun 2017 Tentang Pendegelasian wewenang
Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok
Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan di
Bidang Penanaman Modal;

17. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 34 Tahun
2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LOMBOK TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LOMBOK TIMUR

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok
Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.



KEDUA

KETIGA

Tembusan:

Bupati Lombok Timur di Selong sebagai Laporan;

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;

Inspektur Kabupaten Lombok Timur di Selong;

. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

b b=

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok
Timur mempunyai fungsi dan tujuan:

a. memberikan pedoman kepada masyarakat dalam

menyampaikan permohonan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;

. sebagai pedoman bagi pegawai dalam

melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada
masyarakat;

. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
. memberikan kepastian dalam pelayanan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko kepada masyarakat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya apabila kemudian terdapat kesalahan dalam
Keputusan ini.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
FANS N TERPADU SATU PINTU
REN LOMBOK TIMUR

ax

L BASRI, SP., MMA.
embina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690726 200003 1 002




Nomor SOP 814.4/2.a/PM/2023
Tanggal Pembuatan 29 Desember 2022
Tanggal Revisi i -
Tanggal Pengesahan | : 02 Januari 2023
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Penanaman Modal dan
/EeLy,anan Terpadu Satu Pintu
AC ateq Lombok Timur,
PEMERINTAH il
KABUPATEN LOMBOK TIMUR ' MMA.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DHPT oGS 726 200003 1 002
NAMA SOP SUF/ 0SS RBA VERIFIKASI DAN
VALIDASI  PERIZINAN  BERUSAHA
BERBASIS RISIKO PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG (PBG)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesiao Tahun 2002 Nomor 134);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tauhn 2021
Nomor 26);

Memahami dan Penguasaan Jenis Layanan
" simtem Informasi Management Bangunan
Gedung (SIMBG);

Memiliki kepercayaan diri dan kemampuan
dalam berkomunikasi;

Mampu mengoperasikan computer;

Memahami tata naskah dinas mengenai

peraturan.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Ruang Kerja, Kursi/Meja, Tempat Arsip/Almari,
Perangkat Komputer dan Printer, Formulir. ATK,
Stempel Dinas, Wi-Fi.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan
seluruh aktifitas yang telah ditetapkan.

Segala bentuk penyimpanan atas mutu baku dari
SOP ini, dikategorikan sebagai bentuk kegagalan
yang harus dipertanggung jawabkan
pelaksana.

. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan,
permohonan tidak dapat diproses.

olek

maka

Aplikasi Sistem Management Bangunan Gedung
(SIMBG)




SOP 0SS REA VERIFIKASI DAN VALIDASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG [PBG)

tampak depan, tampak belakang,
tampak samping kiri dan kanan,
potongan  melintang,  potongan
memanjang dan hitungan struktur
beton bangunan khusus bangunan

bertingkat);
Foto copy bukti Lunas PBB Tahun
Terakhir 1 Lembar.

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur
f'l'lll :E:.h Persyaratan/Kelengkapan Waktu (Harl Output
£ Kexja)
1 2 3 4 5 P 7 8
1. Melakukan pengawasan dan Persyaratan administratif : : Jika PBG usaha yang diajukan pelaku usaha sudah
memverifikasi PBG usaha dan 2 hari diverifikasi oleh Di Teknis d hi
Apliknzi SIMBG _— . . - . sotelak ra—_— wenlcal.:l ole inas Teknis a:n ‘mem?-nu i
i ST T | Tl Keterangan | SE0 [ REG Basha proscanya dilamjutean
i ; : 1 \ utkan
b. Surat Permohonan  bermaterai :im_\:tak:n Bustih o _Daerah oleh DPMPTSP untuk diverifikasi oleh Pengawas
l } Rp.10.000; borar ¢ | dan Bukti Bayar | s;MBg DPMPTSP dan divalidasi oleh Kepala
c. Surat pernyataan tanggung jawab Petr: t"".“ DPMPTSP yang selatjutnya mengesahkan PBG yang
bermaterai Rp.10.000 B"“ = telah dinilai memenuhi standar teknis. Apabila
d. Surat pernvataan persetujuan PBG Gaggunax};ﬂ tidak memenuhi persyaratan teknis maka
dari tetangga; edung (PBG) permohonan PBG Usaha dikembalikan ke pemohon
e. Foto copvy bukti kepemilikan melalui aplikasi SIMBG secara langsung.
tanah/Surat Keterangan Tanah
(SKT);
f. Teknis Tanah (Gambar Batas tanah
yvang dikuasai termasuk gambar
bangunan Gedung yvang sudah ada
(eksisting) pada area/persil yang
akan dibangun);
g Perhitungan teknis sederhana dan
Gambar Rencana Fondasi, Basemen
Kolom, Balok, pelat lantai dan
Rangka  Atap, Penutup dan
komponen Gedung lainnya;
h. Data Teknis Arsitektur;
i. Data Teknis Struktur;
j. Informasi KRK/KKPR;
k. Gambar rencana bangunan [(Denah,




Nomor SOP : | 814.4/2.a/PM/2023

Tanggal Pembuatan | : | 29 Desember 2022

Tanggal Revisi 0 -

Tanggal Pengesahan | : | 02 Januari 2023

DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kat\IDR 34 Lombok Timur,

PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | NAMA SOP

P<0SS RBA VERIFIKASI PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO
KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG (KKKPR)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 | 1. Memahami dan Penguasaan Jenis Layanan
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Persyaratan Prosedur Online Single
Berbasis Risiko; Submission Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 | 2. Memiliki kepercayaan diri dan kemampuan
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di berkomunikasi;
Daerah. 3. Mampu mengoperasikan computer;
4. Memahami tata naskah dinas mengenai
peraturan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

Ruang Kerja, Kursi/Meja, Tempat Arsip/Almari,
Perangkat Komputer dan Printer, Formulir. ATK,
Stempel Dinas, Wi-Fi.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan
seluruh aktifitas yang telah ditetapkan.

2. Segala bentuk penyimpanan atas mutu baku dari
SOP ini, dikategorikan sebagai bentuk kegagalan

yang harus dipertanggung jawabkan olek
pelaksana,

3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan

prosedur yang telah ditetapkan, maka
permohonan tidak dapat diproses.

Aplikasi Online Single Submission Berbasis Risiko.




SOP 0SS RBA VERIFIKASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

[KKKPR)
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Uraian Prosedur
Kepala Kepala Persyaratan/Kelengkapan Waktn (Hard Output
Bidang Dinas Kerja)
! 2 2 4 s 6 7 8
1. Memverifikasi Berkas dari '—‘—1 1. Formulir manual OSS RBA yang 3 hari . X Jika KKKPR yang diajukan pelaku usaha sudah
Aplikasi OSS RBA telah diinput oleh pemohon; setelah NIB, Notifikasi diverifikasi oleh Dinas Teknis dan memenuhi
S 2. Data pelaku Usaha berupa : KTP, berkas semua persyaratan melalui Sistem OSS RBA dan
NPWP, Badan Usaha/Badan dinyatakan Dinas Teknis sudah menerbitkan Notifikasi maka
Hukum lengkap dan selanjutnya KKKPR yang diajukan oleh pemohon
3. Kode Kegiatan Usaha (KBLI); benar akan dilanjutkan dengan verifikasi dan persetujuan
4. Lokasi Usaha; oleh Kepala Dinas. Apabila tidak memenuhi
5. RDTRK Kabupaten Lombok Timur persyaratan teknis permchonan KKKPR
sudah terkoneksi dengan Sistem dikembalikan kepemohon melalui aplikasi OSS RBA
Oss secara langsung.
a. Memverifikasi dan menyetujui Konfirmasi Jika semua persyaratan sudah terpenuhi dan
KKKPR dari Aplikasi OSS RBA Kesesuaian KKKPR tidak ada permasalahan maka pelaku
Kegiatan usaha dapat mencetak KKKPR yang diajukan
NIB, Notifikasi 1 hars Pemanfaatan pemohon dalam system Aplikasi OSS RBA.
Ruang




Nomor SOP

814.4/2.a/PM/2023

Tanggal Pembuatan

29 Desember 2022

Tanggal Revisi i -

Tanggal Pengesahan

02 Januari 2023

PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

DISAHKAN OLEH

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

TEIEI

A
%,

5
K7

P., MMA.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NAMA SOP

S RBA VERIFIKASI PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO
PERSETUJUAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
(PKKPR)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah.

1. Memahami dan Penguasaan Jenis Layanan
dan Persyaratan Prosedur Online Single
Submission Berbasis Risiko;

2. Memiliki kepercayaan diri dan kemampuan
berkomunikasi;

3. Mampu mengoperasikan computer;

4. Memahami tata naskah dinas mengenai

peraturan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
Ruang Kerja, Kursi/Meja, Tempat Arsip/Almari,
Perangkat Komputer dan Printer, Formulir. ATK,
Stempel Dinas, Wi-Fi.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan | Aplikasi Online Single Submission Berbasis Risiko.
seluruh aktifitas yang telah ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpanan atas mutu baku dari

SOP ini, dikategorikan sebagai bentuk kegagalan
olek

yang harus
pelaksana.

dipertanggung jawabkan

3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan
maka

prosedur yang telah ditetapkan,
permohonan tidak dapat diproses.




SOP OSS REA VERIFIKASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

(PKKPR)
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur x
Kepala epala Persyaratan/Kelengkapan Waktu (Hari Output
Bidang Dinas Kerja)
1 2 3 ¢ 5 6 7 8

2 Memverifikasi Berkas dari -—‘ 1. Formulir manual OSS RBA yang 3 hari . . Jika PKKPR yang diajukan pelaku usaha sudah
Aplikasi OSS RBA telah diinput oleh pemohon; setelah NIB, Notifikasi diverifikasi oleh Dinas Teknis dan memenuhi
-—_—J 2. Data pelaku Usaha berupa : KTP, berkas semua persyaratan melalui Sistem OSS RBA dan
NPWP, Badan Usaha/Badan dinyatakan Dinas Teknis sudah menerbitkan Notifikasi maka
Hukum lengkap dan selanjutnya PKKPR yang diajukan cleh pemchon
3. Kode Kegiatan Usaha (KBLI); benar akan dilanjutkan dengan verifikasi dan persetujuan
4. Lokasi Usaha; oleh Kepala Dinas. Apabila tidak memenuhi
5. RDTRK Kabupaten Lombok Timur persyaratan teknis permchonan PKKPR
sudah terkoneksi dengan Sistem dikembalikan kepemchon melalui aplikasi CSS RBA

0ss secara langsung.
2. Memverifikasi dan menyetujui Persetujuan Jika semua persyaratan sudah terpenuhi dan
PKKPR dan Aplikasi OSS RBA Kesesuaian PKKPR tidak ada permasalahan maka pelaku usaha
Kegiatan dapat mencetak PKKPR yang diajukan pemohon

NIB, Notifikasi 1 hari Pemanfaatan dalam system Aplikasi OSS RBA.
Ruang




Nomor SOP : | 814.4/2.a/PM/2023
Tanggal Pembuatan : | 29 Desember 2022
Tanggal Revisi HE
Tanggal Pengesahan | : | 02 Januari 2023
DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
éf o, X Lombok Timur,
f/ AT RN
% e a vg‘ -
PEMERINTAH . 4D, MMA.
KABUPATEN LOMBOK TIMUR e A (IV/b)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN NI 751 26 200003 1 002
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | NAMA sOP SOP 0SS RBA VERIFIKASI PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(SPPL)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 | 1. Memahami dan Penguasaan Jenis Layanan dan
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Persyaratan Prosedur Online Single Submission
Berbasis Risiko; Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 | 2. Memiliki kepercayaan diri dan kemampuan
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berkomunikasi;
di Daerah. 3. Mampu mengoperasikan computer;
4. Memahami tata naskah dinas mengenai
peraturan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

Ruang Kerja, Kursi/Meja, Tempat Arsip/Almari,
Perangkat Komputer dan Printer, Formulir. ATK,
Stempel Dinas, Wi-Fi.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pelaksana bertanggung  jawab  atas | Aplikasi Online Single Submission Berbasis Risiko.
pelaksanaan seluruh aktifitas yang telah
ditetapkan.

2. Segala bentuk penyimpanan atas mutu baku
dari SOP ini, dikategorikan sebagai bentuk
kegagalan yang harus dipertanggung
jawabkan olek pelaksana.

3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan, maka
permohonan tidak dapat diproses.




i

SOP 0SS REA VERIFIKASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
Pelaksana Mutu Baku Ket
No Uraian Prosedur e -
epala epala Persyaratan/Kelengkapan Waktu (Hari Output
Bidang Dinas Kerja)
! 2 3 4 5 6 7 8
1. Memverifikasi Berkas dar Formulir manual OSS RBA yang 1 hari —g— Jika SPPL yang diajukan pelaku usaha sudah
Aplikasi OSS RBA telah diinput oleh pemohon; setelah 1 diverifikasi olel: Lm?;ga. Ois %ags E;Ten:li“
Data pelaku Usaha berupa : KTP, berkas semua persyaratan melalui sistem maka
NPWP, Badan Usaha/Badan dinyatakan selanjutnya SPPL dl.terbl_tkan secara langsung ke
Hukum lengkap dan pemohon melalui aplikasi OSS RBA.
Kode Kegiatan Usaha (KBLI); benar

Permohonan dalam Sistem OSS




Nomor SOP . | 814.4/2.a/PM/2023

Tanggal Pembuatan | : | 29 Desember 2022

Tanggal Revisi o -

Tagggﬂeﬂgsahan | 02 Januari 2023

DISAHKAN OLEH Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN

RBA VERIFIKASI PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO
PERIZINAN BERUSAHA  UNTUK
MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | NAMA SOP

UMKU)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 | 1. Memahami dan Penguasaan Jenis Layanan
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Persyaratan Prosedur Online Single
Berbasis Risiko; Submission Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 | 2. Memiliki kepercayaan diri dan kemampuan
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di berkomunikasi;
Daerah. 3. Mampu mengoperasikan computer;
4. Memahami tata naskah dinas mengenai
peraturan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

Ruang Kerja, Kursi/Meja, Tempat Arsip/Almari,
Perangkat Komputer dan Printer, Formulir. ATK,
Stempel Dinas, Wi-Fi.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan | Aplikasi Online Single Submission Berbasis Risiko.
seluruh aktifitas yang telah ditetapkan.

2. Segala bentuk penyimpanan atas mutu baku dari
SOP ini, dikategorikan sebagai bentuk kegagalan
yang harus dipertanggung jawabkan olek
pelaksana.

3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan
prosedur vyang telah ditetapkan, maka
permohonan tidak dapat diproses.




SOP 088 REA VERIFIKASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Uralan Prosedur
Kepein Kepala Persyaratan/Kelengkapan Waktu (Harl Output
Bidang Dinas Kezja)
1 2 & 4 5 3 7 .}
1. Memverifikasi Berkas  dan 1. Formulir manual 0SS RBA vang telah Jika lzin yang diajukan pelaku usaha sudah
Aplikasi OSS RBA ! i dunput oleh pemohon; diverifikasi oleh Dinas Teknis dan memenuhi
2  Kesesuaian pemanfaatan ruang, semua perayaratan melalui Sistem OSS RBA dan
yaitu: Dinas Teknis sudah menerbitkan Sertifikat Standar
a  KKKPR; atau NIB, Sertifikat | Berusaha maka selanjutnya lzin yang diajukan
b. PKKPR 1 hard Standar, dan lzin | oleh pemchon akan dilanjutkan dengan verihkasi
setelah dan persetujuan oleh Kepala Dinas. Apabila tidak
3 Persetujuan Lingkungan meliputi : o memenuhi persyaratan teknis permohonan [zin
4. PBG dan SLF diny atakan dikembalikan kepemohon melalui aplikasi 0SS RBA
5  Persyaratan Perizinan Berusaha yan, longhap dam secara langsun,
L yang benar B 14
diatur dalam lampiran | dan lampiran
Il Peraturan Pemenintah Nomor 5
Talun 2021 tentang Penyelenggaraan
Peniznan Berusaha Berbasis Risiko
pada setiap sector berusaha
2. Memverifikasi dan menyvetujui Perizinan Jika semua persyaratan sudah terpenuhi dan lzin
lzin dari Aplikasi OSS RBA Berusaha untuk | tidak ada permasalahan maka pelaku usaha dapat
menunjang menerbitkan Izin dan Sertifikat Standar Berusaha

NIB, Sertifikat Standar, dan lzin

1 hari

Kegiatan Usaha

seauai jenis izin vang diajukan pemohon dalam
system aplikasi OSS RBA.
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NAMA SOP

SOP 0SS RBA VERIFIKASI PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO RENDAH

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah.

1. Memahami dan Penguasaan Jenis Layanan
dan Persyaratan Prosedur Online Single
Submission Berbasis Risiko;

2. Memiliki kepercayaan diri dan kemampuan
berkomunikasi;

3. Mampu mengoperasikan computer;

4. Memahami tata naskah dinas mengenai
peraturan.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Ruang Kerja, Kursi/Meja, Tempat Arsip/Almari,
Perangkat Komputer dan Printer, Formulir. ATK,
Stempel Dinas, Wi-Fi.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan
seluruh aktifitas yang telah ditetapkan.

Segala bentuk penyimpanan atas mutu baku dari
SOP ini, dikategorikan sebagai bentuk kegagalan
yang harus dipertanggung jawabkan olek
pelaksana.

Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan,
permohonan tidak dapat diproses.

maka

Aplikasi Online Single Submission Berbasis Risiko.




:’ SOP OSS RBA VERIFIKASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO RENDAH
-~
Pelaksana Mutn Balm Ketorangan
No | Uralan Prosedur Kepala Kepala Persyaratan/Kelengkapan Waktn (Harl
Output
Bidang Dinas Kerja) -
1 Fi 3 4 S 6 7 8
1. Memverifikasi 1. Formulir manual OSS RBA 15 menit | 15 menit Nomor Induk jika izin yang diajukan pelaku usaha sudah diverifikasi oleh
Berkas dari yang telah diinput oleh pemohen Berusaha (NIB) Dinas Teknis dan memenuhi semua persyaratan melalui sistem
Aplikasi OSS5-RBA 2.Kesesuaian pemanfaatan ruang, OSS-RBA dan Dinas Teknis sudah menerbitkan Sertifikat
vaitu: Standar Berusaha maka selanjutnya lzin yang diajukan oleh
a. KKKPR; atau pemochon akan dilanjutkan dengan verifikasi dan persetujuan
b. PKKPR oleh Kepala Dinas. Apabila tidak memenuhi persyaratan teknis
3. Persetujuan meliputi: maka permohonan izin dikembalikan ke pemohon melalui
a. SPPL; aplikasi OSS RBA secara langsung.
b. PKPLH;
c. KKLH
4. PBG dan SLF Lingkungan
15 menit Nomor Induk jika semua persyaratan teknis sudah terpenuhi dan izin tidak

Memverifikasi dan
menyetujui lzin
dari Aplikasi OSS
RBA

NIB, Self Declare Tata Ruang, SPPL

Berusaha (NIB)

ada permasalahan maka pelaku usaha dapat menerbitkan lzin
dan .Sertfikat Standar Berusaha sesuai jenis izin yang diajukan
pemohon dalam sistem aplikasi OSS-RBA.







